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ABSTRACT

Leasing of airplane is o invemory seply activity that is wirplane, which is wsed o a
corporate body or tlight ageacy, ina cenain time, periodically payment compieted by the franchize
of. FT. Mepati Musantara Airlines iz a fight agency which suplies airplumes by leasing,

A problem in leasing sirplanes is about registrafion il Nationality of airplane it sclf. As
stated in Chicago Convension 1944 and in UU No. 1571992 abour flight, Civil Aviation Safery
Begulation (CASH] No. 43 and 47, each airplanes has one nationality, therefore i the airplane of
FT, Merpitti 15 gollen throusgh leasing so the previous registration must be canceled. then it is
registered in Indonesia. This research uses empiriz normatif method, and the data s anelyeed with
panicular stipulation ——

Skripsi ini teloh dipertchanken di depan Sidang Pesgiji dan dingankan [nlos pade hari Rabu
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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Penpanghkutan  merupakan bidang kepiatan vang sangat peniing
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. [Mkatakan sangat penting karcna
didasari oleh berbapai faktor, antara lain keadaan geoprafis Indonesia, baik
berupa daratan yang tlerdiri dari beribu-ribu pulaa besar dan kecil maupun
berupa perairan vang terdiel dari sebagian besar lautan dan sungai seria danau
memungkinkan penganghutan dilakukan melalin daml, peraican dan udara
untuk menjangkau seluruh wilayah negara,

Eondisi angkutan tiga  jalue tersebut mendorong menjadi dasar
pengzunaan alat penganghutan modemn vang digerakkan secara mekantk,
Selain Hu, kemajuan dan kelancaran penganghutan akan  menunjang
pelaksanasn pembangunan dan distribusi hasil permbangunan keseluruh sektor
ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor perdagangan, modern, sarana
dan prasarana  angkutan modern, terutama mengenal  pesawatl  wdar,
perkerelaapian, perkapalan dan sumber days manusianya sendir.

Dalam penvelenggarsan pengangkutan terscbutl tidak terlepas dan
pengadaan sarana penganghutan e sendin, masalnya pengadaan pesawal
udara, Dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan dan angkutan udars maka
meadal utama depgan sendirinya adalah pesawat udara, Kebemadaan pesawat
udara sangat membaniu masyambkat Intermasional pada umomoya dan

masyarakat nasional kbususnya untuk mewujudkan berbagar kebutuhan dan



tujuannya vang semakin kompleks dan wakie ke waktu seperti dalam bidang
perdagangan untuk meningkatkan perckonomian suate negara,

Berbagai cara ditempuh perusahaan penerbangan untuk mempeeoleh
pesawial wdara, sefiap cara ada kelebihan dan kekurangan masing-masing
vang cdapat menimbulkan masalab  yoridis. Kegiatan  penesbanpan  dan
angkutan udara, khususnya yang bersifat komersial, merupakan kegiatan yang
diatur, baik nasional maupun Infemasional.

Salah satu  pengeluaran  yang besar bagi  suate  perusshaan
penerbangan adalah pengelvaran untuk membeli pesawat wdara. Peningkatan
harga-harga yang tinggl, terutama semenjak knsis moneter melanda Indonesia
muka otomatis barga pesawat udara mengalami kenaikan harpa yang sangal
tingol. Oleh karena itu perusahaan penerbangan yang sehat akan lebih hati-
hati memilih jenis pesawat yvang akan dipergunakannya.

Leasing merupakan salah salu cara yang dipakal perusabaan
penerbangan dalam hal pengadaan pesawat vdarm. Leasing pesawal udara
merupakan seatn wsaha dalam hal pengadaan pesawat udara di Indonesia
vany belum mendapal pengaturan secara khusus dalam ketentuan hokum
nasionaf. '

Leasing schagal suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda
umwnya dif Indonesia, waitu sejak tabun 1974 atas persetujuan Menler
Kevangan ielah berdiri beberapa perusahaan leasing di Tndonesia yang

statusnya sebagad lembaga keuangan non-bank. Peraturan vang pertama kali

Micke Komar, 1984, Berbagal Mosalod-Mosalok Hubwm Udarg don arploss, Bandung :
Femaja Karva, hal 3.
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mengatur mengena leasing secara khusus adalah Surat Keputusan Bersama
Menteri Kevangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia NoKep-122/MIIV/2/1974, No.o 3MSESL/1974, No,o 30
Krhdl/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, ©

Dalam rangka pengadaan pesawat udara PT. Merpati Nusantars
Adrlines memilih bentuk feasing karena alasan-alasan vang terutama terletak
pada kebijakan kewangan. Beniuk feasing dipilih PT. Merpati Nusantara
Airlines karena PT. Merpati Nusantara Airlines bisa menambah jumlah
armada pesawat udara tanps barus melakukan investas besar. Terutarma pada
saat sckarang ini dimana kurs rupiah terbadap dollar mengatami flubtuasi dan
terkadang nilai kuers dollar menjadi sangat tinggl akibat dan situasi negara
vang tidak mepentu. Seirng dengan kurs dollar yang sangat Gngei maka
harga barang menjadi lebibh mahal bepite Juga dengan pesawat  wdara,
Sebelum kurs dollar tajam harga sebuah pesawat udara sudah sangat mahal
terlebih lagi sekarang ini.

PT. Merpati Nusantara Airlines memilih bentuk feasing sebapai cara
pengadaan pesawat udara karena diharapkan dengan cara ing, PT. Merpati
Nusantara Alrlines dapat mempereleh jenis pesawal udara yang lebib maju dar
posawal udara yang lelah dioperasikan oleh PT, Merpati Nusantara Adrlines
sebelumnya. Leasing fungsinya setinpkat dengan bank, bank tabungan dan
sgjenisnva, schapal suatu sumber pembiayaan jangka menenpgah, dimana

jangka  waktunya satu sampat lima  tahon, Fakior-faktor  vang

“nartes Dolles Marpaung, 1983, Peoraleman Mendasar Aley Usela Leasing, Jakarta | Integrita

Press, hal 3



menyvebabkan leasing tumbuh begitu cepat, oleh karena merupakan suatu
sistem vang  sesual  denpgan  arah  perckonomian masz  kini, serls
menguntungkan menuret pandangan dan sepi manajemen. Kalau ditinjau dar
segi perckonomian nasional, maka leasing telah memperkenalkan suatu
melode baru untuk memperoleh peralatan modal (capitel eguipment) dan
menambah modal kerja.”

Lembaga fecsing ini sudab mulai dirintis dibidang usaha dan sudah
mulal ada pengaturannya secara khusus, Kebijakan di bidang pengembangan
kepiatan Lembags pembiayaan ini diatur dalam Feputusan Presiden No.ol
tahun 198% di mana di dalamnva diatur mengenai lembaga leasing dan
mengenal Leasing atau Sewa Guna Usaha itu sendin diatur dalam Surt
Keputusan Menten Kevangan Republik Indonesia No 169 KME.OH1991,

Kehadivan leasing di Indonesia menciptakan suata konsep baru
untuk mendapatkan barang modal serta menggunakannya scbalk mungkin
tanpa harus membayar dengan tunal. Oleh karena it Jeasimg menjadh salah
bentuk aliemalif metode pembiayaan yvang cukup mendominasi di dalam
usaha.

Demikian  juga halnya  didalam usaha  peningkatan o1 sekitor
iranportast wdara vaitu penpadasn pesawat udara. Leasine pesawat udara
merepakan suatu campuran dar sewa denpgan hak opsi upiuk membeli
pesawat udara fanpa harus membayar tunai. Suato masalab kKhasus yang barus

diperhatikan pada feasing  pesawal udara adalah masalah pendafiaran dan

P

d. hal §.



kehanpsaan pesawal wdam lersebal, Dalam ardt yvang Tueas, keberadaan
pesawal udara sebagai anghutan wdarm merupakan salah sate faklor penting
dari kekuvatan negara di ruang udara tidak banya berfungsi sebagal sarana
komersil semata-mata, tetapd juga sebops sarana unfuk mempersatukan
bangss  dalam  peogertian  politis, samoa untuk  membantu Kelanearan
efektifitas pemerintahan dan sarana untuk mendorong lajunya pembangunan,®

Upntuk dapat mewejudkan fungsi pesawat seperti vang dikemukakan
terschut, salah =atu kelentuan penting dalam hukum udara, adalah masalah
pendafiaran dan kebangsaan pesawat udara. Seperti telah dikemukakan
sebelumnya pendafiaran dan kebangsaan pesawat udara juga merupakan salab
satn masalah dalam kepiatan leasing pesawat udara, Karena dalam hal
pemilik pesawat udara adalah suatu badan hukum asing maka pesawat udara
itu tidak akan mungkin dapat didafiarkan dalam pendafiaran pesawal wlara
sipil Indonesia, terkecuali pesawat udam tersebul lelah dioperasikan oleh
operator pesawat udara Indonesia minimal selama jangka wakto 2 (dua) tshun
secara terus menerus dalam suatu perjanjian khusus misalnya perjanjian sewa
beli atau sewa guna.

Kebangsaan dan  pendaftaran  mempunyai  arti penting  dalam
menentukan kedudukean hukomava, Dengan kedudukan hukum terschut akan
dapal diketahu hak dan kewapiban para pemilik serta pibak-pthak yang

mengoperasikan  pesawat udara itu. Suatu pesawat odara yang  ielah

© Abdulkadic Muhammad, 1988, Hubum Pergangtiran Mapa, PT Citre Adicve Bakti, Bandung,
hal 7.

Ibid, hal 15

N



e U

L, hal 551-563

melakukan pendafiaran pada suatu nepara akan memperoleh kebangsaannya
sesuai dengan tempat dimana pesawat udara itu didaftarkan.

Apabila pihak  pemilik  pesawat wdara  dengan  pihak  yang
mengoperasikan pesawat udara berbeda wilayah dan berbeda kebanpsaan,
maka masalah pendaftaran don kebanpsaan pesawat udarm menjadi sangat
penting, Oleh sebab itu, pesawal vang didaftarkan dalam Daftar Pesawat
Udara Indonesia mempunyal kebangsaan Indonesia, dengan ketentuan bahwa
pesawat udara milik bangsa asing tidak dapat didaftarkan dalam Daflar
Pesawat Udara Indonesia, terkecuali seperti telah disebutkan sebelumnys,
pesawal udara tersebut telah dioperasikan oleh operator pesawat udara
[ndonesia minimal dalam jangka waktu 2 {dua) f{ghun berturut-tunet dalam
suatu perjanjian khusos, Selain persvaratan diatas tadi pesawal vdar yang
diperoleh denpgan cara leasing tersebut barus terlebib dabulu membatalkan
tanda pendaftaran dan kebangsaan sebelumnya, untuk mencegah adanva
pendaftaran ganda alaw dowble registration, : Dengan demikian dalam hal
leasing pesawat udara oleh suatu Badan Hukum Indonesia dari sueato
perusahaan asing, pesawat udara tersebut tidak dapat didafiarkan kecuali
dengan izin khusus dad pemerintah Indonesia,

Penulisan skripsi ini akan membahas kbusus mengenai salah satuo
perusahaan penerbangan di Indonesia vang juga melakukan kegiatan leasing
dalam pengadaan pesawat udara vaitu PT. Merpati Nusantara Airlines.

Herdasarkan wralan di atas Penulis tertarik  untuk menjadikan  sebuah

Hm Cheng, 1966, Narfonality and Regpisiration of AirerafT= Aer 77 of The Chidcago Comveniion,
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penulisan dengan judul : “PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN
PESAWAT UDARA MELALUI SEWA GUNA USAHA (LEASING)

PADA PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES™,

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan ind,
permasalahannya sebagal berthut -
1. Bagaimanakah pengaturan leasing pesawat udara di dalam hukum nasional
dan hukim internasional sera fungsi pendafiaran dan kebangsaan pesawat

udara 7

I~

Bagaimanakah prosedur pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara yang
dilakukan oleh I, Merpati MNusantara Adrlines untuk pesawat yang

diperoleh melalul cara Leasing 7

Tujuan Penelitian
Berdasarkan Pokok Permasalahan yang digjukan, maka (ujuan vang
hendak dicapal untuk mengetahui :
. Untuk mepgetahul pengaturan leagsing pesawat udars di dalam hukum
nasional dan hukum intemasional serta fungsi pendafaran dan tanda

kebanpsaan pesawat udara.

I

Untuk mengetahuil prosedur pendafiaran dan kebangsasn pesawat odars
vang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Adrlines untuk pesawatl yvang

diperoleh melalui cara Leasing.

-



1

P

BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dalam hokum internasional. hanya merupakan suatu amandemen dan

konvensi Chicago 1944, dalam Pasal 83 bis, vang memuat mengenai lease,

charter, dan inicrchenee pesawat  wdara. Sedangkan pengaturan feasing

pesawat udare dalam hukum pasional di Indonesia belum diatur secars

khusus. Oleh karena itw hanya berpedoman pada peraturan kegiatan

feaying vang ada di Indonesia antara lain :

- Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Moo 1169
EMELOTahun 1991 tentang kegintan Sewa Guna Usaba deasingt

- Surat Keputusan Menteni Perhubungan No. KM 78 / AU 001 / PHDB -
K6 tentang syaral-syarat pendafiaran dan operasional pesawat udara
vang diperoleh dengan cara leasing.

Sedangkan fungsi pendafaran pesawat udara dimaksudkan agar suatu

pesawat udara ity jelas stats kebangsaannya, dimiliki atau dioperasikan aleh

suaty negart dan juga dengan didaftarkannya suatu pesawat udara oleh suatu

hadan hukum atau penwsahazan penerbanpan, maka akan memudahkan suatu

penvelesalan masalah jika suaty hal terjadi pada pesawat udars tersebut, juga

tidak menimbulkan double regisiration pada suatu pesawal udar.

Prosedur pendaftaran pesawat udara vang dilakukan oleh PT. Merpati

vang diperoleh melalui feasing antara lain mengacu pada UL No. 15/

1992, civil aviation safety remdation nomor 45 dan nomor 47 ditarmbah

Bl



denpan konvensi Chicago dan juga surat bukli khusus babwa pesawat
vang disewa guna (feasing) lersebul telah dibatalkan pendafiaranya
terlebih dabule, bukti tersebut adalah cancelarion of previous registered
serta ada juga bukti yang menandakan untuk sementara wakio pesawat
vang disewa puna (feaxing) diopreasikan oleh PT. Merpati Nusantara

Adrlines, vaitu surat Fransfer af Tile,

B. Saran

1.

Pengaturan [easing pesawat udara dalam bukum nasional seharusnya tidak
saja berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat
Keputusan Menteri Perhubunpan pada peraturan kegiatan leasing yang ada
di Indonesia. Sedangkan  dalam  hukum  intermasional  juga harus
mempunyai Undang-undang khusus tentang Jeasing pesawat udara
Sedangkan fungsi pendafiaran pesawat udara vang diperoleh dengan cara
feasing  hamus mempunyal peraluran yang  berbeda  untuk masalah
pendafiaran dan kebangsaan pesawat wdaranya  karena untuk pengadaan
pesawat udaranva saja sudah berbeda maka dirssa perlu peniuran
tersendiri dalam masalah pendalfaran dan kebangsaan pesawat udaranva.
Masalah Jeaving pesawat wlara juga belum mempunyal peraturan sendin
sehinpga perusshasn  penerbangan  melakukan  kepiatan leasing hanya
berpedoman peda Surst Keputusan Menteri Kevangan Republik Indonesia
vang menganat azas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KU Hperdata,
schingga diperlukan suatu peraturan vang khusus mengatur mengenai feasing

pesawat udara apar jelas peraturan dan proses feasing pesawat udarz,
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